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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.1.3/     /KPTS-SEKDA/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah
daerah dan serta untuk melaksanakan perintah  peraturan
perundang-undangan  yang  harus  diatur  dalam  bentuk
Peraturan Kepala Daerah, maka  perlu ditetapkan  Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

b. bahwa  berdasarkan  Pasal  19  ayat  (3) Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 120 Tahun 2018
tentang  Perubahan Atas  Peraturan Menteri  Dalam Negeri
Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk
Hukum  Daerah,  perencanaan  penyusunan  Peraturan
Kepala  Daerah  ditetapkan  dengan  Keputusan  Pimpinan
Lembaga,  Komisi,  atau  Instansi  masing-masing  untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan
Bupati Dharmasraya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2003  tentang
Pembentukan  Kabupaten Dharmasraya,  Kabupaten
Solok  Selatan  dan  Kabupaten Pasaman  Barat  di
Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan;

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang:

4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang
Tata  Cara  Pengharmonisasian,  Pembulatan,  dan
Pemantapan  Konsepsi  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan  Program  Pembentukan  Peraturan  Bupati
Dharmasraya  Tahun  2026 sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Program  Pembentukan Peraturan Bupati Dharmasraya Tahun
2026 sebagaimana  dimaksud  diktum  KESATU  menjadi
pedoman  bagi  Kepala  Perangkat  Daerah  dalam  menyusun
Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026;

KETIGA : Rancangan  Peraturan  Bupati  sebagaimana  dimaksud  diktum
KEDUA disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
untuk  disampaikan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan
pemantapan  konsepsi  Rancangan  Peraturan  Bupati  kepada
lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di
bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Rancangan  Peraturan  Bupati  yang  telah  selesai  dilakukan
pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi
oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan
sebagaimana  dimaksud  diktum  KETIGA,  selanjutnya
disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi sebelum
ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;

KELIMA : Dalam  keadaan  tertentu,  Program  Pembentukan  Peraturan
Bupati  sebagaimana  dimaksud  diktum  KESATU  dapat
dilakukan penambahan atau pengurangan;

KEENAM : Segala  Biaya  yang  timbul  akibat  ditetapkannya  Keputusan
Sekretaris Daerah ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran
2026 pada  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  masing-masing
Perangkat Daerah;

KETUJUH : Keputusan Sekretaris  Daerah ini  mulai  berlaku pada tanggal
ditetapkan;

   Ditetapkan di Pulau Punjung
 Pada tanggal 6 Februari 2026

    Pj. SEKRETARIS DAERAH,

          ${ttd}

   JASMAN
Tembusan     disampaikan kepada yang terhormat:  

1. Gubernur Sumatera Barat;

2. Bupati Dharmasraya;

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

5. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya;;

6. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;

7. Lain-lain dianggap perlu.
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN  SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN
DHARMASRAYA
NOMOR 100.3.1.3/      /KPTS-SEKDA/2026
TENTANG 
PROGRAM  PEMBENTUKAN  PERATURAN  BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2026

No. JUDUL RANCANGAN PEMRAKARSA

1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

BADAN KEUANGAN
DAERAH

2. Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  7
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame

3. Tata  cara  pelaksanaan  Pinjam  Pakai  Barang  Milik
Daerah

4. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik
Daerah,  pengalihan status penggunaan Barang Milik
Daerah,  tata  cara  penggunaan  sementara,  dan  tata
cara  penetapan  status  penggunaan  Barang  Milik
Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain

5. Tata  Cara  Pelaksanaan  Kerja  Sama  Pemanfaatan
Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola dan
pada Pengguna Barang

6. Anasilis Standar Belanja

7. Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya
Tahun Anggaran 2026

8. Penjabaran  APBD  Kabupaten  Dharmasraya  Tahun
Anggaran 2027

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

10. Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  Tahun  2025-
2029

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

12. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

14. Rencana  Induk  dan  Peta  Jalan  Pemajuan  Ilmu
Pengetahuan  dan  Teknologi  di  Kabupaten
Dharmasraya

15. Inovasi Daerah

16. Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
17. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

18. Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas
Sitiung IV

DINAS KESEHATAN
19. Standar  Pelayanan  Minimal  Unit  Pelaksana  Teknis

Daerah Puskesmas Sitiung IV

20. Rencana  Strategis  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah
Puskesmas Sitiung IV
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21. Rencana  Strategis  Badan  Layanan  Umum  Daerah
Puskesmas

22. Rencana Detail Tata Ruang

DINAS PEKERJAAAN
UMUM DAN

PENATAAN RUANG

23. Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum

24. Standar  Pelayanan  Minimal  Unit  Pelaksana  Teknis
Sistem Penyediaan Air Minum

25. Rencana  Strategis  Unit  Pelaksana  Teknis  Sistem
Penyediaan Air Minum

26. Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Persampahan

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

27. Standar  Pelayanan  Minimal  Unit  Pelaksana  Teknis
Daerah Pengelolaan Persampahan

28. Rencana  Strategis  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah
Pengelolaan Persampahan

29. Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  7  Tahun
2025 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 – 2029 DINAS

PERUMAHAN,KAWASAN
PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN
30. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Siap Bangun

dan Lingkunga Siap Bangun

31. Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Lingkungan
Hunian Baru

32. Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan  Penerangan  Jalan
Umum

DINAS PERHUBUNGAN33. Analisis Dampak Lalu Lintas

34. Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas
Pada  Jaringan Jalan Daerah dan Jalan Nagari

35. Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor
34  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Pembentukan
Lembaga  Kemasyarakatan  nagari  di  Kabupaten
Dharmasraya DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA
36. Standar Biaya Pemerintahan Nagari

37. Pengalokasian dan Penyarluran Alokasi  Dana Nagari
Tahun Anggaran 2026

38. Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  7
Tahun  2025  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha di Daerah

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

39. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

40.
Sistem  Manajemen  Keamanan  Informasi  Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

41. Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih
DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN

PERDAGANGAN

42. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
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PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA;

43. Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

44. Peta  Penetapan  Batas  Nagari  Padukuan  Kecamatan
Koto Salak

BAGIAN PEMERINTAHAN

45. Peta Penetapan Batas Nagari Pulau Mainan Kecamatan
Koto Salak

46. Peta Penetapan Batas Nagari Simalidu Kecamatan Koto
Salak

47. Peta  Penetapan  Batas  Nagari  Taratak  Tinggi
Kecamatan Timpeh

48. Rencana  Aksi  Daerah  Penerapan  Standar  Pelayanan
Mimimal

49. Kelas Jabatan Struktural dan Pelaksana
BAGIAN ORGANISASI

50. Kelas Jabatan Fungsional

    Pj. SEKRETARIS DAERAH,

          ${ttd}

   JASMAN
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